
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.653, 2020 KEMENHUB. Motor Penggerak Menggunakan 

Motor Listrik. Pengujian Tipe Fisik Kendaraan 

Bermotor. 
 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM 44 TAHUN 2020 

TENTANG 

PENGUJIAN TIPE FISIK KENDARAAN BERMOTOR 

DENGAN MOTOR PENGGERAK MENGGUNAKAN MOTOR LISTRIK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keselamatan bagi pengguna 

kendaraan bermotor dengan motor penggerak 

menggunakan motor listrik, diperlukan pengujian tipe 

tambahan selain pengujian tipe sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 

Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 

PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan 

Bermotor; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Perhubungan tentang Pengujian Tipe Fisik 

Kendaraan Bermotor dengan Motor Penggerak 

Menggunakan Motor Listrik; 
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Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 

2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 547) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 

PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan 

Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 517); 

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 1756); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG 

PENGUJIAN TIPE FISIK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN 

MOTOR PENGGERAK MENGGUNAKAN MOTOR LISTRIK. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang 

digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain 

kendaraan yang berjalan di atas rel. 
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2. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda 2 (dua) 

dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa 

kereta samping, atau Kendaraan Bermotor beroda 3 (tiga) 

tanpa rumah-rumah. 

3. Kendaraan Bermotor dengan Motor Penggerak Motor 

Listrik yang selanjutnya disebut Kendaraan Bermotor 

Listrik adalah kendaraan yang menggunakan motor 

listrik sebagai penggerak utama atau penggerak 

tambahan yang mendapat pasokan listrik dari baterai 

atau media penyimpanan energi listrik. 

4. Sertifikat Uji Tipe yang selanjutnya disingkat SUT adalah 

bukti bahwa tipe Kendaraan Bermotor telah lulus Uji 

Tipe. 

5. IPXXB adalah kode perlindungan yang digunakan untuk 

menguji tingkat pelindungan yang diberikan oleh 

penghalang/selungkup yang terkait dengan kontak pada 

bagian aktif dengan alat uji yang berbentuk seperti jari. 

6. IPXXD adalah kode perlindungan yang digunakan untuk 

menguji tingkat pelindungan yang diberikan oleh 

penghalang/selungkup yang terkait dengan kontak pada 

bagian aktif dengan alat uji yang berbentuk seperti 

kawat. 

7. Konektor adalah alat untuk menyambung hantaran 

listrik.  

8. Isolator adalah bahan yang tidak bisa atau sulit 

melakukan perpindahan muatan listrik.  

9. Jumlah Berat yang Diperbolehkan yang selanjutnya 

disebut JBB adalah berat maksimum Kendaraan 

Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan 

menurut rancangannya. 

10. Jumlah Berat Kombinasi yang Diperbolehkan yang 

selanjutnya disebut JBKB adalah berat maksimum 

rangkaian Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang 

diperbolehkan menurut rancangannya. 

11. Perlindungan Kontak Langsung adalah menghindari 

kontak langsung antara manusia dan bagian komponen 

aktif yang dialiri arus listik. 
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12. Perlindungan Kontak Tidak Langsung adalah 

menghindari kontak antara manusia dan bagian 

konduktor yang terbuka yang dialiri arus listrik. 

13. Unit Pelaksana Uji Tipe adalah unit kerja di lingkungan 

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan tugas 

dan fungsi melaksanakan pengujian tipe Kendaraan 

Bermotor. 

 

Pasal 2 

(1) Setiap Kendaraan Bermotor Listrik yang akan 

dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis 

dan laik jalan. 

(2) Persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan melalui pengujian tipe 

Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Selain melakukan pengujian tipe sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), Kendaraan Bermotor Listrik harus 

melakukan penambahan pengujian tipe fisik. 

(4) Penambahan pengujian tipe fisik Kendaraan Bermotor 

Listrik sebagaimana pada ayat (3) berupa pengujian 

terhadap: 

a. akumulator listrik; 

b. alat pengisian ulang energi listrik; 

c. perlindungan sentuh listrik;  

d. keselamatan fungsional; dan 

e. emisi hidrogen. 

 

Pasal 3 

(1) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

dilakukan terhadap Kendaraan Bermotor Listrik sebagai 

berikut: 

a. Sepeda Motor;  

b. mobil penumpang; 

c. mobil bus; 

d. mobil barang; dan 

e. kendaraan khusus. 
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(2) Kendaraan Bermotor Listrik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dibagi ke dalam kategori sebagai berikut: 

a. L1, L2, L3, L4, dan L5 untuk Sepeda Motor;  

b. M1 untuk mobil penumpang; 

c. M2 dan M3 untuk mobil bus; dan 

d. N1, N2, N3, O1, O2, O3, dan O4 untuk mobil 

barang. 

 

Pasal 4 

(1) Kategori L1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 

(2) huruf a merupakan Kendaraan Bermotor beroda 2 

(dua) dengan kapasitas silinder mesin tidak lebih dari 50 

cm3 (lima puluh sentimeter kubik) atau dengan desain 

kecepatan paling tinggi 50 km/jam (lima puluh kilometer 

per jam). 

(2) Kategori L2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 

(2) huruf a merupakan Kendaraan Bermotor beroda 3 

(tiga) dengan susunan roda simetris atau tidak simetris 

dan kapasitas silinder mesin tidak lebih dari 50 cm3 

(lima puluh sentimeter kubik) atau dengan desain 

kecepatan paling tinggi 50 km/jam (lima puluh kilometer 

per jam). 

(3) Kategori L3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 

(2) huruf a merupakan Kendaraan Bermotor beroda 2 

(dua) termasuk roda kembar dengan kapasitas silinder 

lebih dari 50 cm3 (lima puluh sentimeter kubik) atau 

dengan desain kecepatan lebih dari 50 km/jam (lima 

puluh kilometer per jam). 

(4) Kategori L4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 

(2) huruf a merupakan Kendaraan Bermotor beroda 3 

(tiga) dengan susunan roda tidak simetris dengan 

kapasitas silinder mesin lebih dari 50 cm3 (lima puluh 

sentimeter kubik) atau dengan desain kecepatan lebih 

dari 50 km/jam (lima puluh kilometer per jam). 

(5) Kategori L5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 

(2) huruf a merupakan Kendaraan Bermotor beroda 3 

(tiga) dengan susunan roda simetris dengan kapasitas 
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